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KEPUTTISAIT I{EPALA KANTOR WII,AYAII
KEMENTERIAII AGAMA PROVTNSI KALIMAITTAIT SELATAIT

NoMoR tD")t TAIilN 2oL6

TENTAIVG

PEIYEREITAII SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIn ptlrDrRrAr{/ OPERASTOilAL
MADRASAH TSANAWTTATI NATIDLI\TUL ULAMA IIARTITA!5

KABIIPATEN HULU SUIiIGAI TEITGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian
madrasah;

bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemtrerian lzin Pendirian Madrasah, perlu memberikan
Surat Keputusan Pengganti;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian
Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf *a', huruf nb', dan huruf o€, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin
Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul
Ulama Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor a3O1);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
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2O13 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 teniang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a10);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OB Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a86a\

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2O1O Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) ssfoagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun z}rc Nomor 712,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2OOT tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah DasarlMadrasah lbtidaiyah, Sekolah lr{enengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2O10 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
lzin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan
Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian Madrasah;

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 8.1206/Kk.77 .06-
2 IPP .OO .4 I lA / 2016 Tanggal 10 Oktober 2OL6;
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: KEFITTUSAtr ITT,P*IE ITA]tr!1OR 'rII,ATTE TEIETITRIAT
AGAUA lEltTAItG PF,l{ERBfTarf SERrt'f XEPUTITEAI
PEIICIGA!5TI IZITI PTXDIRIAII/OPER.*SKIfiAL HAIIRASAE
TSAITAWTTAH ITAIIDLIITT'L UI,AUA HARIIYA!5 IIABI'PATHT
HI'I,U SUITGAI TDilGAH.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti lafi
Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada
madrasah sebagaimana tercaxtum dalam Lampiral yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian iztn operasional 5gfoagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal2 Nopember 2016

n. Menteri Agama
Kepaia Kantor Wilayah,#ryQ
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I,AMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR 1VILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROYINSI
KALIMANTAN SBLATAN
NOMOR {088 reuVN 2016
TENTANG
KEPUTUSAN

PENERBITAN SURAT
PENGGANTI IZIN

PENDIRIANI OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLATUL
ULAMA HARUYAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI

IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Nopember 2O16

Menteri Agama
- .Kepala Kantor Wilayah,
.Ji---:

I Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama
Haruyan

2 Nomor Statistik Madrasah 72126307AO12

3 Alamat Madrasah Jl. H.M" Thahir No.50

Desar/ Kelurahan Haru3,an Seberang

Kecamatan Haruyan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Provinsi Kalimantan Selatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Pendidikan Mahrif Nahdlatul
Ulama Haruyan

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Nomor 168 Tahun 2016

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM RI Tanggal 31 Agustus
2016


